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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Politik bagi sebagian orang bukanlah hal yang asing terutama yang 

memang secara langsung mempelajari bahkan terjun langsung kedalamnya. Di 

dalam politik ada beberapa macam kegiatan politik seperti sosialisasi politik, 

rekruitmen politik, komunikasi politik dan mobilisasi politik. Semua kegiatan 

tersebut dilaksanakan untuk mendukung berjalan baiknya kegiatan politik. 

Negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi, dimana menurut 

Arsitoteles demokrasi merupakan negara di mana pemerintahannya dipegang oleh 

rakyat, diharapkan memiliki tingkat politik yang baik terutama pada partisipasi 

politik, karena partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai 

stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, dan kepuasan atau 

ketidakpuasan warga negara, maka dari itu di Indonesia sering diciptakan konsep 

yang unik pada saat Pemilahan umum (Pemilu), agar masyarakat mau 

berpartisipasi dalam politik. 

Untuk menunjukan dirinya sebagai negara demokrasi, Indonesia telah 

melaksanakan delapan kali Pemilihan Umum (Pemilu) sejak merdeka. Dari hasil 

Pemilu, Indonesia telah mencoba mempraktikan berbagai macam bentuk 

demokrasi, mulai dari demokrasi kuasi parlementer (1945-1949), demokrasi 

liberal (1950-1959), demokrasi terpimpin (1959-1965), demokrasi Pancasila 

(1968-1997), sampai pada pelaksanaan reformasi demokrasi (1998- sekarang). 

Oleh karena itu, ketika membicarakan komunikasi politik di Indonesia, tidak bisa 
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dilepaskan dengan perjalanan sejarah sistem politik Indonesia. Mulai dari masa 

proklamasi hingga sekarang.
1
 

Seperti halnya dengan Negara-negara lain yang mengklaim dirinya sebagai 

Negara demokrasi, Indonesia secara jelas menyatakan dalam Pembukaan 

(Preambule) UUD 1945, bahwa, sebagai Negara yang berkedaulatan rakyat, 

Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi. Ini menjadi keharusan suatu 

negara yang ingin diakui keberadaannya oleh negara lain yaitu harus 

mencantumkan prinsip-prinsip demokrasi dalam undang-undang dasarnya, 

sekalipun dalam praktiknya sering kali tidak demikian, sehingga Indonesia saat ini 

menganut demokrasi yang berdasarkan pancasila, yang memiliki corak yaitu 

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan. 

 Bagi Indonesia, sejak dwitunggal Soekarno-Hatta memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 sampai diberlakukannya sistem 

pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949, 

Indonesia telah menganut sistem demokrasi parlementer. Bahkan pada awal 

berdirinya, pemerintah Kolonial Belanda yang ingin menjajah kembali mencap 

Indonesia sebagai negara yang tidak menganut prinsip-prinsip demokrasi, karena 

adanya pernyataan Presiden Soekarno dan Ketua Komite Nasional Indonesia 

Pusat (KNIP) bahwa dalam masa peralihan sebelum ada Dewan Perwakilan 

Rakyat, maka kekuasaan berada ditangan presiden. Namun hal itu terbantahkan 

dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X Tahun 1945 yang menyatakan 
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bahwa sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kekuasaan 

legislatif dilaksanakan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
2
 

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat politik yang baik disuatu negara 

yang menganut sistem demokrasi, dapat dilihat dari tingkat partisipasi politik 

negara tersebut, dan salah satu cara untuk mengetahui tingkat partisipasi politik 

suatu negara yang menganut sistem demokrasi dengan adanya (Pemilahan Umum) 

Pemilu, dimana Pemilu merupakan wadah untuk melaksanakan demokrasi dengan 

cara memilih pemimpin negara langsung dari rakyat, sehingga di Indonesia pun 

melaksanakan Pemilu setiap lima tahun sekali, untuk pemilihan Presiden, Wakil 

Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat. 

Untuk melihat tingkat partisipasi dalam Pemilu, dapat dilihat dari 

banyaknya masyarakat yang berperan aktif atau mengikuti pemilihan umum 

secara langsung, karena salah satu bentuk partisipasi politik aktif yaitu pemberian 

suara masyarakat untuk menentukan pemimpin negara atau daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat untuk periode selanjutnya, maka dari itu pemerintah Indonesia 

sangat menekankan kepada masyarakat Indonesia untuk ikut partisipasi dalam 

Pemilu. 

Sebelum Pemilu dilaksanakan diharapkan masyarakat mengenal para 

kandidat calon pemimpin negara atau daerah, agar masyarakat memilih dengan 

hati dan sesuai dengan yang masyarakat inginkan kedepannya. Salah satu cara 

agar masyarakat dengan benar memilih calon pemimpin negara atau daerah untuk 

periode selanjutnya yaitu dengan adanya kampanye, kampanye ialah sebuah 

upaya yang dikelola oleh satu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk 
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memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi, atau membuang 

ide, sikap dan perilaku tertentu. 

Banyak sekali cara calon pemimpin negara ataupun daerah dalam 

melaksanakan kampanye, seperti kampanye terbuka kepada masyarakat, melalui 

media massa baik elektronik maupun cetak dan lain-lain untuk memperkenalkan 

visi dan misi serta program-program para calon pemimpin negara ataupun daerah 

kepada masyarakat, sehingga dengan adanya kampanye ini masyarakat dapat 

mengetahui para calon pemimpin negara mereka, dan juga mengetahui program-

program yang akan dijalankan. 

Di awal era reformasi, andalan partai politik dan calon kepala negara atau 

daerah, maupun calon legislatif dalam berkampanye dengan menjalankan 

kampanye terbuka, karena menurut partai politik dan calon kepala negara atau 

daerah, maupun calon legislatif kampanye terbuka dapat dengan mudah 

meyakinkan masyarakat untuk memilihnya dalam pemilu selain itu para partai 

politik dan calon kepala negara atau daerah, maupun calon legislative dapat 

dengan mudah menawarkan komitmennya andaikan kelak terpilih menjadi 

legislator. 

Namun saat ini, sebagian masyarakat enggan dalam mengikuti kampanye 

terbuka, dikarenakan membuang-buang waktu dan banyak terjadi kisruh antar 

partai politk. Dampak dari tidak mengikutinya kamapnye terbuka bagi 

masyarakat, yaitu sebagian masyarakat tidak mengenal secara detail atau paham 

calon dari para pemimpin negara atau daerahnya, sehingga pada saat Pemilu tiba 

mereka memilih dengan pilihan yang asal atau tidak berpartisipasi dalam Pemilu, 

dampak dari tidak berpartisipasinya masyarakat dalam pemilu yaitu semakin 
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menurunnya tingkat partisipasi politik dalam Pemilu. Salah satu contohnya yaitu 

Pemilukada Depok, dari data yang dihasilkan dari Komisi Pemilihan Umum 

Daerah Kota Depok partisipasi politik masyarakat dalam pemilu menurun apabila 

dilihat dari data Pemilukada tahun 2005 yang dibandingkan dengan data 

Pemilukada tahun 2010. Dimana pada Pemilukada Kota Depok Tahun 2005, 

jumlah partisipasi politik masyarakat mencapai angka 60,51%, sedangkan pada 

Pemilukada Kota Depok tahun 2010, jumlah partisipasi politik masyarakat hanya 

mencapai 54,28% sehingga terlihat ada penurunan tingkat partisipasi politik pada 

Pemilukada Kota Depok.
3
 

Dari adanaya masalah tingkat partisipasi politik masyarakat yang semakin 

menurun, partai politik pun mencari cara lain dalam berkampanye agar dapat 

dikenal oleh masyarakatnya dan masyarakat dapat memilih dirinya dengan diri 

yang mengerti visi-misi dari para calon pemimpinnya tersebut. Sehingga para 

partai politik dan calon kepala negara atau daerah, maupun calon legislatif lebih 

menekankan kampanye pada media elektronik baik televisi maupun radio, selain 

itu alternatif lain yaitu dengan menggunakan media online atau internet. Karena 

pada saat ini dimana teknologi yang semakin canggih, dan setiap orang memiliki 

handphone (telepon genggam) atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan 

smartphone, memudahkan masyarakat untuk mengakses atau membaca berita 

melalui media online dengan menggunakan smartphone mereka masing-masing.  

Terbukti sesuai dengan data riset yang dilakukan oleh Robin Muliady, 

Senior Business Development Manager Effective Measure-Indonesia, mencatat 

selama bulan Januari 2012, terdapat 36 juta unique browser di Indonesia. Dari 
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jumlah itu, 10,3 persen diakses dari telepon seluler.
4
 Dari banyaknya pengakses 

internet atau media online membuat para partai politik, calon kepala negara atau 

daerah maupun calon legislatif memperbarui cara mereka berkampanye melalui 

media online atau internet, dengan cara membuat satu blog untuk 

memperkenalkan diri mereka dan visi misi mereka.  

Tujuan dari kampanye melalui media online yaitu, untuk memudahkan 

masyarakat mengetahui para calon pemimpin yang lolos dalam verifikasi 

sehingga masyarakat tidak asal memilih dalam pemilu nanti. Namun 

permasalahan terbesar dalam pemilu Indonesia yaitu, masih adanya masyarakat 

yang apatis terhadap para calon pemimpin negara maupun daerah, sehingga 

terjadilah golongan putih (Golput) atau tidak ikut serta dalam memilih pada saat 

Pemilu berlangsung. Alasan dari apatisnya seseorang terhadap Pemilu salah 

satunya dikarenakan tidak mengenalnya masyarakat terhadap para calon 

pemimpin untuk periode berikutnya. 

Dengan salah satu alasan tersebut dan semakin mudahnya masyarakat 

untuk mengenal para calon pemimpin mereka melalui media online yang dapat 

diakses dengan smartphone, diharapkan dapat menambah pula tingkat partisipasi 

politik masyarakat dalam Pemilu. 

Didasarkan pada dasar pemikiran tersebut diatas, maka dapat diteliti 

apakah terdapat hubungan pemanfaatan media online sebagai sarana kampanye 

dengan  partisipasi politk pemilu.  

                                                           
4
 Aliansi Jurnalis Independen. Media Online Pembaca Laba dan Etika, 

aji.or.id/read/buku/15/media-online-pembaca-laba-dan-etika.html (diakses : 10 November 2015). 

hal. 24. 
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B. Identifikasi Masalah 

1. Apakah terdapat hubungan antara pemanfaatan media online sebagai sarana 

kampanye dengan partisipasi politik? 

2. Bagaimana hubungan pemanfaatan media online sebagai sarana kampanye 

dengan partisipasi politik? 

3. Seberapa besar hasil determinasi hubungan pemanfaatan media online 

sebagai sarana kampanye dengan partisipasi politik? 

C. Batasan Masalah 

Masalah yang ditemukan begitu banyak seperti dilihat dari macam media 

online yang begitu beraneka ragam, tempat penelitian yang begitu meluas macam 

kegiatan dalam partisipasi politik yang sangat banyak dan objek penelitian yang 

amat banyak, agar mendapatkan hasil yang maksimal maka penelitian ini dibatasi 

oleh media online berupa website yang tidak berhubungan dengan media sosial, 

dimana website tersebut dapat menyajikan berbagai macam berita atau informasi 

termasuk politik, seperti situs web dan blog dan dalam kegiatan partisipasi politik 

dibatasi hanya dalam kegiatan politik dalam pemilu saja. 

Tempat penelitian Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat dan 

objek penelitian di fokuskan kepada masyarakat dengan rentang umur 17-50 tahun 

sesuai dengan survey yang telah dilakukan oleh Robin Muliady, Senior Business 

Development Manager Effective Measure-Indonesia, dimana hasil survey yang ia 

telah dapat yaitu dari segi usia, pengakses internet terbanyak adalah mereka yang 

berusia 25-30 tahun (25,88 persen), 21- 24 tahun (16,17 persen), 35-40 tahun 

(15,5 persen) dan 31-34 tahun (14,72 persen) selain umur yang ditentukan, 
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masyarakat juga yang pernah memanfaatkan media online.
5
 Selain pengguna 

media online di fokuskan pula kepada masyarakat yang telah mempunyai hak 

pilih dalam pemilu. 

D. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah, maka perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah “apakah ada hubungan pemanfaatan media online sebagai 

sarana kampanye dengan partisipasi politik Pemilu?” 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan dan membutuhkan. Berikut merupakan manfaat yang dapat 

diperoleh dari penelitian ini: 

 Manfaat teoritis: 

1. Memberikan gambaran bagi khasanah ilmu pengetahuan mengenai sejauh 

mana pemanfaatan media online dikalangan masyarakat. 

2. Memberikan gambaran mengenai hubungan pemanfaatan media online 

sebagai sarana kampanye dengan partisipasi politik, yang dapat dijadikan 

rujukan bagi penliti selanjutnya, apabila ingin meliti dengan objek atau 

tema yang sama. 

 Manfaat Praktis: 

1. Memberikan informasi baru kepada masyarakat tentang seberapa besar 

penggunaan media online dikalangan masyarakat. 

2. Memberikan informasi baru kepada Komisi Pemilihan Umum dan 

masyarakat tentang seberapa besar hubungan pemanfaatan media online 
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sebagai sarana kampanye dengan partisipasi politik, yang nantinya dapat 

dijadikan rujukan untuk pemilu selanjutnya, baik pemilu legislatif, pemilu 

presiden dan wakil presiden, maupun pemilu kepala daerah. 

3. Memberikan saran kepada para calon pemimpin negara atau calon 

pemimpin daerah dan juga partai politik dalam berkampanye untuk Pemilu 

selanjutnya. 


